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Sania Rahmawati. Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan Atas Sertipikat 
Hak Milik Yang Masih Dalam Proses Jual Beli. Skripsi. Tegal: Program Studi 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. 
Pembebanan hak tanggungan terhadap obyek jaminan yang masih dalam 
proses konversi ke hak milik, keabsahannya diakui oleh Undang-Undang. Tanah-
tanah hak adat yang sudah dikonversi menjadi hak atas tanah menurut UUPA, 
sementara proses administrasinya belum selesai dilaksanakan, dapat 
dimungkinkan dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Lalu 
bagaimana pembebanan hak tanggungan terhadap objek jaminan tanah hak milik 
yang masih dalam proses jual beli. 
Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui kekuatan hukum Akta Pengikatan 
Jual Beli pada perkara No. 117/Pdt.G/2019/PN Smg, 2) mengetahui keabsahan 
Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik yang masih dalam 
proses jual beli pada perkara No. 117/Pdt.G/2019/PN Smg. Jenis penelitian adalah 
penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum 
normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan 
metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis 
data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Perjanjian pengikatan jual beli pada 
perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/ PN Smg dibuat dan ditandatangani di hadapan 
Notaris dan PPAT di Semarang yang merupakan Pejabat Umum, maka akta yang 
dibuat terhadap pengikatan jual beli tersebut telah menjadi akta otentik sehingga 
pembuktiannya sangat kuat karena merupakan akta otentik dan mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna; 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan atas 
Sertipikat Hak Milik yang masih dalam proses jual beli pada perkara Nomor 
117/Pdt.G/2019/PN Smg adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan serta 
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terbuktinya perjanjian 
pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tentang obyek sengketa 
adalah sah menurut hukum, maka kepemilikan obyek sengketa telah beralih 
kepada Penggugat selaku pembeli, hanya saja secara administrasi belum 
dicatatkan, karena halangan yang timbul akibat perjanjian Tergugat I dengan 
Turut Tergugat I. Halangan tersebut bukan dari Penggugat selaku pembeli. Maka 
dengan demikian tindakan Tergugat I mengikat perjanjian kredit dengan Turut 
Tergugat I atas obyek sengketa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum, sehingga dengan demikian syarat ke empat sebagaimana Pasal 1320 KUH 
Perdata pada perjanjian antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I tidak 
terpenuhi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Sania Rahmawati. The validity of the Deed of Granting Mortgage Rights on 
Ownership Certificate which is still in the Process of Buying and Selling. Skripsi. 
Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 
2020. 
 
Imposition of security rights for collateral objects that are still in the 
process of being converted to property rights, the legality of which is recognized 
by law. Customary land rights that have been converted into land rights according 
to the LoGA, while the administrative process has not been completed, may be 
used as collateral for debt with a mortgage burden. Then how about the imposition 
of mortgage rights to the object of guarantee for freehold land which is still in the 
buying and selling process. 
This study aims: 1) to determine the legal strength of the Sale and 
Purchase Agreement Deed in case No. 117/Pdt.G/2019/PN Smg, 2) to know the 
validity of the Deed of Granting Mortgage Rights for Freehold Certificate which 
is still in the process of buying and selling in case No. 117/Pdt.G/2019/PN Smg. 
This type of research is library research with a normative legal research approach. 
The main data source used is secondary data with the method of collecting data 
from literature study and documentation. The data analysis method used is a 
qualitative method which is analyzed in a normative qualitative manner. 
The results of this study indicate: 1) The sale and purchase agreement agreement 
in case Number 117/Pdt.G/2019/PN Smg was made and signed before a Notary 
and PPAT in Semarang who is a General Official, then the deed made against the 
sale and purchase agreement has become authentic deeds so that the proof is very 
strong because they are authentic deeds and have perfect evidentiary power; 2) 
The Deed of Granting Mortgage Rights to Freehold Certificate which is still in the 
process of buying and selling in case Number 117/Pdt.G/2019/PN Smg is invalid 
and null and void and has no binding legal force. It is evident that the sale and 
purchase agreement between the Plaintiff and Defendant I regarding the object of 
the dispute is legal according to law, so the ownership of the dispute object has 
been transferred to the Plaintiff as the buyer, it's just that administratively it has 
not been recorded, due to obstacles arising from the agreement between Defendant 
I and Co-Defendant I. Obstacles is not from the Plaintiff as the buyer. Thus, 
Defendant I's action to tie a credit agreement with Defendant I on the object of the 
dispute is an act that is against the law, so that the fourth condition as referred to 
in Article 1320 of the Civil Code in the agreement between Defendant I and Co-
Defendant I is not fulfilled. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become material 
for information and input for students, academics, practitioners, and all those in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Kehidupan ekonomi dewasa ini hampir semuanya bersentuhan dengan 
bank, khususnya berkenaan pendanaan usaha di bidang industri, perdagangan, 
bahkan di bidang kehidupan rumah tangga biasa.1 Bank merupakan badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.2 
Salah satu cara penyaluran dana oleh bank adalah melalui bentuk 
kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.3  
Bank dalam melakukan pemberian kredit harus terlebih dahulu merasa 
yakin bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat 
tersebut dapat dikembalikan tepat waktu dan dilunasi beserta bunganya sesuai 
syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh Bank dan nasabah yang 
bersangkutan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit.4 Sebagaimana diadur 
                                                 
1 Suhardi, Gunarto, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 
2003, hal. 75. 
2 Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (2). 
3 Ibid, Pasal 1 angka (11). 
4 Sutedi, Adrian, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan 




dalam undang-undang perbankkan bahwa dalam memberikan kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mandalam atas itikad baik dan 
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.5 
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank dapat dilihat 
pula dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan 
menggunakan the five C principles, yaitu character (watak kepribadian), 
capital (modal), collateral (jaminan, agunan), capacity (kemampuan), dan 
condition of economic (kondisi perekonomian).6 
Collateral atau jaminan merupakan salah satu aspek penting yang 
dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul dalam 
pemberian kredit oleh bank. Bank memperoleh kepastian pengembalian kredit 
yang telah diberikan ke debitornya jika mereka wanprestasi melalui pemberian 
jaminan oleh debitor. Jaminan yang diberikan debitor dapat berupa barang 
(benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji 
penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Kewajiban 
untuk menyerahkan jaminan oleh pihak debitor dalam rangka pinjaman uang 
sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan 
pinjam-meminjam uang.7 
                                                 
5 Indonesia, Op Cit, Pasal 8 ayat (1). 
6 Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perbankan Syariah, Yogyakarta: Refika Aditama, 
2009, hal. 1. 
7 Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja 




Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan debitur kepada 
kreditur dimana kreditur memiliki kepentingan mendapatkan pelunasan dari 
debitur untuk memenuhi kewajiban sebagai prestasinya dalam perikatan. 
Menurut KUH Perdata, terdapat ketentuan umum mengenai jaminan, yaitu 
pada Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan 
bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, 
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya. Selanjutnya 
Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa kebedaan tersebut menjadi 
jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, 
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, 
yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara 
para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 
dengan Tanah, bahwa yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak 
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang 
selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 
kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 




Tanah merupakan barang jaminan guna pembayaran paling disukai 
lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit, karena tanah mudah 
dijual, harga terus meningkat, mempunyai tanda bukti, sulit digelapkan dan 
dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa pada kreditur. 
Untuk dapat dijadikan jaminan kredit, maka hak milik harus dibebankan hak 
tanggungan yang merupakan salah satu jenis hak jaminan. Tanah yang dipakai 
sebagai jaminan umumnya adalah tanah hak milik yang sudah bersertifikat, 
tetapi apabila belum bersertifikat, maka pada umumnya tidak dapat dijadikan 
sebagai jaminan, kecuali dilakukan pensertifikatan terlebih dahulu atau sering 
disebut konversi, dan selanjutnya dibebankan Hak Tanggungan. 
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat 
riel.8 Pada asasnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan, karena 
sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa “setiap kebendaan milik 
debitur baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada 
maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan atas utang-
utangnya.” Ketika seorang debitur cedera janji (wanprestasi), maka jaminan 
yang dimiliki oleh debitur harus dieksekusi oleh kreditur. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan 
putusan hakim, pelaksanaan hukuman peradilan atau penjualan harta orang tua 
karena berdasarkan penyertaan.9 
                                                 
8  Martha, Eri Safira, Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi 
dan Perlindungan Hukumnya bagi Kreditur (Studi Kasus pada BMT dan BPR Syariah di 
Ponorogo), Jurnal Justitia Islamica, Vol.11, No.1, Januari-Juni, 2014, hal. 122. 
9 Fitki, Ananda, Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan 




Ketentuan di atas, menegaskan bahwa hak tanggungan pada dasarnya 
hanya dibebankan kepada hak atas tanah dan juga sering kali terdapat benda-
benda di atasnya bisa berupa bangunan, tanaman dan hasil-hasil lainnya yang 
secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan. 
Hak tanggungan atas tanah yang diatur dalam UUHT menjadi kuat 
kedudukannya dalam hukum jaminan mengenai tanah. Manfaat adanya hak 
tanggungan adalah memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.  
Debitur yang telah membuat suatu perjanjian kepada kreditur dengan 
ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan didaftarkan di Kantor Pertanahan. 
Suatu keadaan dimana debitor tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan 
apa yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur, maka 
eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan. Pelaksanaan lelang eksekusi hak 
tanggungan berawal dari perjanjian kredit yang menimbulkan adanya jaminan 
yang dibebani hak tanggungan bertujuan agar apabila debitor tidak dapat 
memenuhi kewajibannya maka kreditur dapat mendapatkan pelunasannya dari 
hasil penjualan jaminan yang dibebani hak tanggungan tersebut. Namun 
pelaksanaan lelang tidak selalu berjalan sederhana dan banyak mengalami 
kendala.  
Pendaftaran hak tanggungan ini diperlukan karena hak tanggungan 
lahir pada tanggal buku tanah hak tanggungan (Pasal 13 ayat (5) Undang-




adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat 
yang diperlukan bagi pendaftarannya (Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Hak 
Tanggungan). Ini berarti Pemberian Hak Tanggungan dan pembuatan Akta 
Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dapat dilakukan dalam keadaan tanah 
yang dijadikan obyek Hak Tanggungan belum bersertipikat. Permohonan 
pendaftaran atas tanah tersebut diajukan bersamaan dengan permohonan 
pendaftaran Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dengan demikian 
pembuatan APHT tidak perlu menunggu sampai hak atas tanah yang dijadikan 
jaminan bersertipikat atas nama pemberi Hak Tanggungan.  
Perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Smg merupakan sengketa jual beli 
tanah dengan sertipikat hak milik yang dijadikan jaminan dengan akta 
pemberian hak tanggungan. Penggugat dalam hal ini adalah pembeli atas 
sebagian tanah milik Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik No. 01470/ 
Kalipancur. Tanah tergugat tersebut seluas 443 M2 akan dipecah menjadi 4 
(empat) kavling yang masing-masing kavling seluas ±108 M². Pada saat 
penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 27 Juni 2016 yang 
dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris (Tergugat II) dan PPAT di 
Semarang, namun Tergugat I menyatakan kepada Penggugat maupun ke 
Tergugat II bahwa tanah tersebut masih dalam proses pemecahan pada Kantor 
Pertanahan Kota Semarang. 
Setelah terbitnya pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 04491/ 
Kalipancur dan Sertifikat Hak Milik No. 04492/Kalipancur yang keduanya 




kavling tanah a quo sambil menunggu proses penandantanganan Akta Jual 
Beli dan Proses Balik Nama menjadi atas nama Penggugat. Namun ternyata 
sampai dengan gugatan diajukan Tergugat I tidak segera menandatangani 
Akta Jual Beli atas Sertifikat Hak Milik No. 04491/Kalipancur dan Sertifikat 
Hak Milik No. 04492/Kalipancur di Hadapan Tergugat II dan memproses 
balik nama menjadi atas nama Penggugat. Penggugat mendapat informasi 
bahwa terhadap 2 (dua) tanah kavling sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 
04491/Kalipancur dan Sertifikat Hak Milik No. 04492/Kalipancur oleh 
Tergugat I telah dijadikan agunan ke Turut Tergugat I. 
Pembebanan hak tanggungan terhadap obyek jaminan yang masih 
dalam proses konversi ke hak milik, keabsahannya diakui oleh Undang-
Undang. Tanah-tanah hak adat yang sudah dikonversi menjadi hak atas tanah 
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Praturan dasar Pokok-
Pokok Agraria, sementara proses administrasinya belum selesai dilaksanakan, 
dapat dimungkinkan dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan.10 Lalu bagaimana pembebanan hak tanggungan terhadap objek 
jaminan tanah hak milik yang masih dalam proses jual beli. Mencermati 
uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan 
judul “Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik 
yang Masih dalam Proses Jual Beli”. 
                                                 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli pada perkara No. 
117/Pdt.G/2019/PN Smg? 
2. Bagaimana keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sertipikat 
Hak Milik yang masih dalam proses jual beli pada perkara No. 117/Pdt.G/ 
2019/PN Smg? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli pada 
perkara No. 117/Pdt.G/2019/PN Smg. 
2. Untuk mengkaji keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas 
Sertipikat Hak Milik yang masih dalam proses jual beli pada perkara No. 
117/Pdt.G/ 2019/PN Smg. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis 
maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:  
1. Secara Teoritis, memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan 




dengan sertipikat hak milik. Hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan 
bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian sejenis berikutnya. 
2. Secara Praktis, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam praktek jual beli 
tanah dengan sertipikat hak milik di lapangan. Masyarakat diharapkan 
mampu memahami dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
melakukan jual beli tanah dengan sertipikat hak milik dengan melakukan 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dimana PPJB yang dibuat 
dihadapan Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna. 
E. Tinjauan Pustaka  
Penelitian tentang hak tanggungan sudah banyak dilakukan, namun dari 
penelitian yang penulis temui masih terdapat adanya perbedaan antara 
penelitian yang satu dengan penelitian lainnya dan penelitian ini. Beberapa 
penelitian terdahulu tentang hak tanggungan yang penulis temui, antara lain:  
1. Dianawati, Catur Budi. (2017). Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan 
Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua 
Pengadilan Negeri. Jurnal Unissula, Vol. 4, No. 2, Juni 2017:125-132. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari 
pendekatan empiris yuridis (penelitian hukum empiris). Itu data yang 
dikumpulkan diproses dan diverifikasi menggunakan analisis deskriptif 





Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dan hasil dari diskusi 
tentang prosedur pelelangan umum terhadap jaminan hak hipotek sesuai 
dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Hipotek Atas 
Tanah dan Hal-hal yang Berkaitan Dengan Hal Itu, diatur dalam ketentuan 
Pasal 26. Diamati selama tidak ada aturan perundang-undangan secara 
khusus mengatur pelaksanaan hak hipotek, prosedur pelaksanaan ini harus 
mematuhi eksekusi hipotesis sebagaimana diatur dalam Pasal 224 dalam 
Peraturan Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Reglement 
Indonesisch/HIR). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Hipotek Atas Tanah dan Hal-hal yang Berkaitan Dengan Hal Itu, di 
mana ia memberi hak kepada kreditur memegang hak hipotek pertama 
untuk menjual objek pada miliknya kekuatan sendiri, jika debitur 
melanggar komitmen, menjadi alasan mengapa mereka melelang jaminan 
tentang hak tanpa mengusulkan izin lelang kepada Ketua Pengadilan 
Distrik. Hukum konsekuensi terhadap jaminan hak hipotek yang dilelang 
tanpa mengalami proses mengajukan izin lelang kepada Ketua Pengadilan 
Negeri adalah batal demi hukum. 
2. Setyaningsih & Mashdurohatun, Anis. (2018). Peranan Notaris dalam 
Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap Perjanjian 
Kredit Antara Kreditur dan Debitur dengan Jaminan Hak Tanggungan di 
Purwokerto. Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1, Maret 2018:187-196. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan notaris 




kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 
tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada 
penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah 
penelitian yang bersifat deskriptif analitis.  
Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal 
pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus 
yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, 
PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau 
tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. 
Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan 
penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. 
Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan Akta Jual 
Beli dengan pemalsuan identitas penghadap dan kuasa yang cacat hukum 
menjadi dapat dibatalkan. Akta Jual Beli berdampak pada peralihan hak 
dalam sertipikat, yaitu balik nama menjadi keliru dengan alas hukum yang 
tidak tepat. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional ialah 
mengembalikkan sertipikat ke keadaan semula. 
3. Wisudha, Gilang, (2018). Keabsahan Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan Yang Dibuat Terhadap Agunan Yang Masih Terikathak 
Tanggungan Untuk Kreditur Lain. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 1, No. 1, 
Desember 2018:P-ISSN2654-8747. 
Penelitian ini membahas persoalan bagaimana keabsahan Surat 




masih terikat agunan fasilitas kredit pada kreditur lain, dan apa yang 
menjadi dasar notaris/PPAT membuat Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan yang masih terikat agunan 
fasilitas kredit pada kreditur lain. Metodologi penelitian yang digunakan 
adalah yuridis normative dengan bersandar pada data sekunder, dan untuk 
menunjang data sekunder, juga dilakukan wawancara kepada beberapa 
praktisi hukum dan ahli hukum jaminan.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat 
mengenai keabsahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas 
Objek Hak Tanggungan yang masih terikatagunan untuk kreditur lain, 
karena sampai saat ini, belum ada aturan hukum berupa peraturan 
perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai syarat dan 
prosedur sebagai standar keabsahanSurat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan dalam proses pembebanan Hak Tanggungan atas Objek Hak 
Tanggungan yang masih terikat agunan untuk kreditur lain. 
4. Dharmawan, Ariel Doni & Maryanto. (2018). Kekuatan Hukum Sertifikat 
Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena 
Bencana Alam Di Kabupaten Grobogan. Jurnal Akta. Vol. 5, No. 1, Maret 
2018:167-178. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak 
tanggungan dalam hal musnahnya objek hak tanggungan karena bencana 
alam dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak 




yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis 
(socio legal research) yang berarti mengidentifikasi suatu persoalan 
hukum dari sudut pandang sosial. Untuk menjawab permasalahan seputar 
hukum perdata terkait tentang Hak Tanggungan.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pertama didapatkan 
bahwa kekuatan sertifikat hak tanggungan hapus apabila objek hak 
tanggungan telah musnah oleh bencana alam walaupun hal ini merupakan 
keadaan yang tidak disengaja dan di luar kekuasaan para pihak. 
Permasalahan kedua bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak 
tanggungan, di dapatkan melalui prosedur pemberian kredit oleh pihak 
kreditur/pemegang hak tanggungan, dengan melaksanakan prinsip kehati-
hatian sehingga pihak kreditur dapat memperkecil resiko debitur cidera 
janji/lalai/wanprestasi. Adanya formulir syarat umum yang diberi stempel 
Notaris atau PPAT dibaca dan apabila disetujui oleh debitur, tanda tangan 
di atas materai. Adanya prosedur penerbitan akta hak tanggungan baik itu 
SKMHT maupun APHT hingga pendaftaran sertifikat hak tanggungan di 
BPN hal ini untuk mendapatkan kekuatan hukum secara otentik dan 
mutlak sehingga apabila terjadi sesuatu dapat ditangani berdasarkan dasar 
hukum dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library 




diperoleh melalui penelurusan dokumen terkait akta pemberian hak 
tanggungan. Penulis juga meneliti bahan-bahan hukum sekunder untuk 
mengetahui keabsahan akta pemberian hak tanggungan atas sertipikat hak 
milik yang masih dalam proses jual beli pada putusan No. 117/Pdt.G/2019/ 
PN Smg. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum 
secara normatif terkait dengan keabsahan akta pemberian hak tanggungan atas 
sertipikat hak milik yang masih dalam proses jual beli. Penelitian ini 
merupakan penerapan hukum terhadap konflik hukum yang diselesaikan 
melalui pengadilan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas permasalahan 
yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum yang berlaku dengan 
penerapan putusan hakim dalam perkara No. 117/Pdt.G/2019/PN Smg. 
Penelitian ini dilakukan menganalisis dokumen yang berupu putusan sebagai 
data utamanya, didukung data sekunder terdiri dari bahan ukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
3. Sumber Data  
Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder penelitian ini dikelompokan menjadi bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni bahan pustaka 




baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan 
hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan 
primer.11  
Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan 
adalah metode studi kepustakaan dan dokumen untuk melengkapi data yang 
ada. Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: 
a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 
mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.12 Bahan 
hukum primer bersumber dari hukum positif dan isinya mempunyai 
kekuatan mengikat terhadap masyarakat. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 
lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.13  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan dokumen. 
Penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga perlu memiliki 
teknik dan alat pengumpulan data yang relevan, maka penelitian ini nantinya 
akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
                                                 
11 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013, hal. 29. 
12 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, 
hal. 142. 




a. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda, 
majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat 
serta catatan harian. Peneliti memperoleh dokumen dari Pengadilan Negeri 
Semarang berupa putusan hakim.  
b. Studi Kepustakaan, merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai 
tambahan dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti. Membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, 
internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data 
sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode kualitatif, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian 
yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam 
bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian 
pustaka. 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data merupakan tahap yang sangat 




harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan 
data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi 
bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan 
konstruksi.14  
Analisis dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan 
dari suatu permasalahan yang diteliti dan juga analisis hukum yaitu 
menganalisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan-permasalahan yang diteliti 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan 
sistematika penulisan hukum sebagai berikut: 
Bab I:  Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, sistematika penulisan. 
Bab II:  Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menguraikan tinjauan tentang 
perjanjian kredit (pengertian perjanjian, pengertian perjanjian kredit, 
jenis-jenis perjanjian kredit, dan sistem pemberian kredit), tinjauan 
tentang jaminan kredit (pengertian jaminan, macam-macam jaminan, 
dan jaminan kredit), tinjauan tentang hak tanggungan (pengertian hak 
tanggungan, objek hak tanggungan, pemberi dan pemegang hak 
tanggungan, pembebanan hak tanggungan, dan akta pemberian hak 
tanggungan).  
                                                 




Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pembahasan hasil penelitian 
meliputi kekuatan hukum mengikat Akta Pengikatan Jual Beli yang 
dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT pada perkara 
No. 117/Pdt.G/2019/PN Smg dan keabsahan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik yang masih dalam proses jual 
beli pada perkara No. 117/Pdt.G/ 2019/PN Smg. 
Bab IV : Penutup. Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit 
1. Pengertian Perjanjian  
Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 
kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal.15 Perjanjian didefinisikan Subekti adalah suatu 
peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.16 
Suatu perjanjian menurut Harahap adalah suatu hubungan hukum 
kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada 
suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak 
lain untuk melaksanakan prestasi.17 Pengertian tersebut menegaskan tentang 
hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian.  
Ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang 
melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian 
tersebut terlaksana. Perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk 
melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati. Pengertian perjanjian juga 
dapat ditemukan KUH Perdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah 
suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya 
                                                 
15  Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 
hal. 2. 
16  Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,    
hal. 1. 




terhadap satu orang atau lebih. Buku III Bab Kedua KUH Perdata menjelaskan 
istilah perjanjian atau persetujuan memiliki maksud sama dengan perngertian 
perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain 
atau dua orang saling berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu.18 
Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian 
mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.19 
Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian 
melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih 
pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan debitor dalam perjanjian, 
memberikan hak pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan 
prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.20 
Jadi dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa 
dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, 
perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu 
berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya 
dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu 
akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.  
2. Pengertian Perjanjian Kredit  
KUH Perdata maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak 
                                                 
18  Soimin, Soedharyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 
2008, hal. 328. 
19  Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014, hal. 92. 
20  Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo 




mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit. Istilah kredit berasal dari 
bahasa Romawi yaitu credere yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu maka 
dasar dari pemberian kredit sebenarnya adalah kepercayaan atau keyakinan 
dari kreditur bahwa debitur pada masa yang akan datang mempunyai 
kesanggupan untuk memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.21 
Istilah kredit ini tidak ditemukan dalam BW tetapi diatur dalam Pasal 1 
butir (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan tau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Secara umum dan sederhana kredit berarti hutang (loan) dan hutang 
adalah sesuatu yang kelak harus dibayar kembali kepada yang telah 
meminjamkannya. Kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti 
kepercayaan dan dalam bahasa Inggris faith atau trust dapat dikatakan dalam 
hubungan ini bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur, 
mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat yang 
telah disetujui bersama, dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.22 
Kredit merupakan pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang 
akan terjadi pada waktu mendatang. Prestasi yang dimaksud adalah uang, 
                                                 
21  Fauzi, Ahmad, Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan, Jurnal Ilmu 
Hukum. Vol. 2, No. 3: Inovatif, 2010, hal. 89. 
22  Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia 




maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi 
sebagai koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kredit dalam arti 
luas didasari oleh komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran 
ekonomi di masa depan.  
Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul 
“Tentang Perikatan”. Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tersebut 
terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, 
karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan 
sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang. 
Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu sebagai suatu 
persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih.  
Rumusan tersebut menggunakan istilah persetujuan, bukan perjanjian. 
Namun kedua istilah yang berbeda tersebut tidak perlu dipertentangkan, 
karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya 
kata sepakat dari kedua belah pihak. Apabila diperhatikan rumusan Pasal 1313 
KUH Perdata tampak kurang lengkap, karena pihak yang mengikatkan diri 
dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja.  
Sering kali dijumpai di dalam perjanjian kedua belah pihak saling 
mengikatkan diri seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar 
dimana para pihaknya saling mengikatkan diri sehingga keduanya mempunyai 




ditambah dengan kata-kata “atau saling mengikatkan diri satu sama lain”.23 
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian adalah 
perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya 
yang menimbulkan hak dan kewajiban. 
Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kredit erat hubungannya 
dengan perjanjian karena kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya 
didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit 
termasuk perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabahnya 
yang diikuti dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit merupakan perjanjian 
pokok yang bersifat konsensuil dan disertai kesepakatan atau pemufakatan 
antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan debitur sebagai pihak 
penerima pinjaman. Biasanya yang bertindak sebagai pihak pemberi fasilitas 
kredit adalah bank yang berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank berfungsi sebagai penyalur dana 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. 
Berdasarkan pengertian perjanjian dan kredit di atas dapat disimpulkan 
bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank 
dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak meminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 
imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Perjanjian kredit mempunyai 
beberapa fungsi diantaranya sebagai perjanjian pokok, sebagai alat bukti 
                                                 





mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur, 
dan sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.  
3. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit  
Perjanjian kredit dilihat dari pembuatannya, dapat digolongkan 
menjadi 2 (dua) jenis yaitu : 
a. Perjanjian kredit dibawah tangan. Adalah perjanjian kredit yang sengaja 
dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang 
pejabat pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah 
perjanjian yang dimasukan oleh para pihak sebagai alat pembuktian, tetapi 
tidak di hadapan pejabat umum pembuat akta. 
b. Perjanjian kredit dengan akta notariil. Akta notarill merupakan akta yang 
dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Pasal 1 angka (7) 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mejelaskan 
bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan 
notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-
undang ini.24 
Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang 
penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu: 
a. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas acten, 
yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, 
dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau 
perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta 
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notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan 
menuduh bahwa akta itu palsu. 
b. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij 
acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang 
dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat 
akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu 
gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. 
Perjanjian kredit menurut Subekti dan Marhainis Abdul Hay pada 
hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam 
KUH Perdata. Hal yang sama juga dikemukakan Mariam Daris Badrulzaman 
bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di KUH 
Perdata Pasal 1754.25 KUH Perdata tidak menyebutkan pengertian perjanjian 
kredit, perjanjian dalam KUH Perdata yang mirip dengan perjanjian kredit 
yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII Pasal 
1754 yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan 
mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
tertentu barangbarang yang habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa 
pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam 
dan keadaan yang sama pula. 
4. Sistem Pemberian Kredit 
Pemberian kredit merupakan unsur terbesar dari aktiva bank serta 
menentukan maju mundurnya bank dalam menjalankan fungsinya untuk 
                                                 




menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, kredit yang 
diberikan oleh bank sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh 
nasabahnya. Apabila hal itu terjadi, maka akan membawa resiko bagi bank 
yang akhirnya menimbulkan kredit macet. Upaya yang dilakukan bank untuk 
mencegah terjadinya resiko tersebut yaitu dengan memberikaan kredit 
berdasarkan analisis kredit yang memadai. 
Pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan, Pasal 8 
ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan 
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 
pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”, selanjutnya 
Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “bank umum wajib memiliki dan 
menerapkan pedoman perkreditan rakyat dan pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetaplan oleh Bank Indonesia”.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dapat 
diketahui jabaran lebih lanjut dari asas-asas perkreditan yang sehat dan 
prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu: 
a. mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan 
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya 





b. memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia.26 
Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan terhadap 
calon debiturnya bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai dengan 
yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka bank 
sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian dengan menggunakan 
prinsip yang dikenal dengan sebutan the five C credit analysis atau prinsip 5C, 
yang meliputi: 
a. Penilaian watak/kepribadian (character) 
Penilaian watak atau karakter atau kepribadian calon debitur dimaksudkan 
untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi 
atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank 
di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada 
hubungan yang telah terjalin anatara bank dan (calon) debitur atau 
informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, 
kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan keseharianya. 
b. Penilaian kapasitas/kemampuan (capacity). Bank harus meneliti tentang 
keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan 
materialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya 
dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam 
jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. 
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Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit 
dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja 
bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali 
jika penurunan itu karena kekurangan bia ya, sehingga dapat diantisipasi 
bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau 
kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik. 
c. Penilaian terhadap modal (capital). Bank harus melakukan analisis 
terhadap posisi keuangan secara menyuluruh mengenai masa lalu dan yang 
akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan pemodalan calon 
debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur 
yang bersangkutan. Dalam praktik selama ini, bank jarang sekali 
memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan 
nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan 
kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya 
hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari 
pokoknya. 
d. Penilaian terhadap agunan (collateral). Untuk menanggung pembayaran 
kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur 
umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas 
tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit 
atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya 
bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur 




dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau 
pembiayaan yang tersisa. 
e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy). 
Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik 
masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran 
daari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula 
diketahui.27 
Bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, 
disamping tujuannya memperoleh keuntungan, juga harus bisa menjamin 
kelancaran pelunasan kredit yang disalurkan. Oleh karena itu, bank dalam 
memberikan kredit harus terlebih dahulu merasa yakin bahwa dana yang 
disalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat dapat dikembalikan 
dengan tepat waktu beserta bunganya dengan syarat yang telah disepakati 
bersama oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah yang dituangkan 
dalam perjanjian kredit. Itulah yang menjadi alasan bank harus menganalisis 
dan melakukan penilaian atas nasabah sebagai calon debiturnya.  
B. Tinjauan tentang Jaminan Kredit  
1. Pengertian Jaminan  
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 
zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencangkup secara umum cara-
cara kreditur menjamin dipenuinya tagihannya, disamping pertanggung jawab 
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debitur terhadap barang-barangnya.28 Jaminan merupakan sesuatu yang 
diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 
perikatan. 
Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai 
dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang 
Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari ketentuan di atas dapat 
diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Biasanya 
dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada 
debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk 
kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan 
ternyata debitur tidak melunasinya.29  
2. Macam-Macam Jaminan  
Ada dua sumber hukum, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Untuk 
sumber hukum tertulis, Negara Indonesia masih memakai KUH Perdata dan 
perundang-undangan lainnya. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis berupa 
hukum kebisaaan, namun sekarang sudah ditinggalkan. Dari sejumlah 
peraturanya di dalam KUH Perdata dapat disimpulkan terdapat dua macam 
jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.30  
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a. Jaminan Umum. Diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang 
menyebutkan “Segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak 
milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi 
jaminan unuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.  
Rumusan ketentuan tersebut terlihat bersifat umum karena objek 
yang dapat menjadi jaminan utang dapat berupa apa saja, baik yang ada 
sekarang maupun yang aka nada di kemudian hari. Kreditur dan debitur 
cukup bersifat pasif, tidak perlu ada komunikasi secara lansung yang 
bertimbal balik untuk bersepakat membuat perjanjian jaminan.31 Tidak 
adanya pengikatan secara khusus dan meliputi seluruh harta kekayaan 
debitur, maka jaminan kredit yang timbul karena undang-undang ini juga 
menjadi jaminan bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya.  
Jadi, bila terhadap harta kekayaan debitur dilakukan penjualan, 
hasil daripada penjualan tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan 
(proposional) sesuai besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada 
alasan-alasan yang bisa bagi kreditur tertentu untuk didahulukan pelunasan 
piutangnya (Pasal 1132 KUH Perdata). Kedudukan debitur satu sama 
lainnya terhadap harta kekayaan seseorang debitur yang demikian itu 
lazim disebut concurrent atau saling bersaing.32  
b. Jaminan Khusus. Jaminan yang timbul karena perjanjian. Secara yuridis 
baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik 
agunan atau barang jaminan, atau antara bank dengan orang pihak ketiga 
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yang menanggung utang debitur. Jaminan ini dapat dibedakan antara 
jaminan yang bersifat perorangan dan bersifat kebendan.33  
1) Jaminan perseorangan atau dalam istilah hukum disebut person-lijke 
zekerheid. Jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak persorangan, 
sehingga terdapat hubungan hukum secara khusus antara kreditur dan 
orang yang menjamin pelunasan utang debitur (penjamin).34  
Jaminan perseorangan secara tegas juga diatur dalam Pasal 
1820 KUH Perdata, penanggungan adalah suatu perjanjian dengan 
mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri 
untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak 
memenuhinya. Adapun Pasal 1821 KUH Perdata menyatakan bahwa 
tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. 
Berdasarkan Pasal 1844 KUH Perdata yang menyatakan bahwa 
jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk 
seorang berpiutang yang sama, maka si penanggung yang telah 
melunasi utangnya, begitu pulaapabila si berutang telah dinyatakan 
pailit, mempunyai hak untuk menuntut kembali dari para penanggung 
lainnya masing-masing untuk bagiannya. Jaminan perorangan 
merupakan selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) 
dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-
kewajiban siberutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar 
(tanpa) pengetahuan siberutang tersebut  
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2) Jaminan Kebendaan atau dalam istilah hukum disebut zakelijke 
zekerheid. Jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda 
tertentu, berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, 
sehingga memberikan kedudukan preference (diutamakan) kepada 
kreditur daripada kreditur lainnya atas benda tersebut. Jadi jika debitur 
wanprestasi (kredit macet), ada benda yang secara khusus untuk dijual 
oleh kreditur agar dapat melunasi hutang tersebut. Demikian juga 
ketika terjadi kepailitan, benda tersebut yang akan dijual untuk 
memenuhi utang debitur.35 Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri: 
a) Mempunyai hubungan antara benda tertentu dari debitur 
b) Dapat dipertahankan kepada siapapun 
c) Selalu mengikuti bendanya 
d) Dapat dialihkan.36  
3. Jaminan Kredit  
Masalah jaminan dalam praktik perbankan ini sangat penting artinya 
terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada nasabahnya. 
Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 
yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah 
Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 
sesuai yang diperjanjikan. 
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Pasal tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan analisis mendalam atas 
itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur melunasi utangnya 
atau mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai yang diperjanjikan itulah 
yang diartikan sebagai jaminan kredit. Untuk memperoleh keyakinan, sebelum 
memberikan kredit bank harus melakukan penilaian analisis terhadap watak, 
kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.  
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa agunan itu 
hanya salah satu unsur dari jaminan kredit. Bahkan dijelaskan pula bahwa bila 
berdasarkan unsur-unsur yang lain bank telah memperoleh keyakinan atas 
kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan yang diserahkan 
hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit 
yang bersangkutan.37 Fungsi dari jaminan kredit adalah:  
a. Dalam hal orang yang berutang (debitur) tidak dapat melakukan 
kewajibannya (melakukan wanprestasi), maka kreditur dapat mengambil 
kembali uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, dengan menjual 
barang jaminan sehingga dengan demikian kreditur mendapat kepastian 
tentang kembalinya uang yang telah dipinjamkan kepada debitur. 
b. Dengan mengadakan perjanjian jaminan kredit, maka kreditur mempunyai 
kedudukan konkuren terhadap kreditur lainnya. Bahkan apabila ada 
kreditur konkuren lain, pemegang gadai/hipotik berdasarkan Pasal 1131 
Ayat 1 dan Pasal 1134 BW tetap mempunyai hak untuk didahulukan.38 
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Adapun bunyi Pasal 1131 Ayat 1 adalah “Hak untuk didahulukan 
diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, gadai dan hipotik”. 
Sedangkan bunyi Pasal 1132 Ayat 2 adalah “gadai dan hipotik lebih tinggi 
daripada hak istimewa kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang 
ditentukan sebaliknya.” Menurut Gatot Supramono, kegunaan jaminan kredit 
bagi kepentingan kreditur dijelaskan bahwa benda jaminan bukan untuk 
dimiliki kreditur karena perjanjian utang-piutang bukan perjanjian jual beli 
yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu benda. Benda jaminan 
dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu benda jaminan dijual lelang. Hasilnya 
untuk melunasi utang dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada 
debitur.39 
Dari uraian di atas dapat diketaui bahwa fungsi/kegunaan dari jaminan 
kredit pada dasarnya adalah sebagai pelunasan hutang debitur apabila dalam 
waktu yang sudah diperjanjikan mengalami kemacetan pembayaran utang. 
Bank seharusnya melakukan penilaian terhadap setiap jaminan kredit yang 
diajukan oleh pemohon kredit kepadanya. Bila jaminan kredit tersebut 
termasuk dalam kelompok jenis-jenis jaminan kredit yang dapat 
dipertimbangkan bank sesuai dengan peraturan intern bank, maka dalam 
analisis kredit perlu ditegaskan wujudnya, jaminan kredit yang mempunyai 
sifat kebendaan (jaminan kebendaan) dapat berupa barang tidak bergerak 
(misalnya tanah, rumah, gedung, gudang, rumah toko/ruko dan sebagainya) 
                                                 




atau dapat berupa barang bergerak (misalnya mobil, bus, alat-alat perkantorsn, 
alat-alat perlengkapan rumah tangga, barang perhiasan, dan sebagainya).40  
Pembagian benda jaminan kredit dapat diketahui dari Pasal 1131 KUH 
Perdata yang berbunyi “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak 
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 
di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya 
perseorangan”. Pasal 504 KUH Perdata membagi semua kebendaan kedalam 
dua kelompok yaitu kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak. 
Masing-masing kebendaan tersebut selanjutnya dibagi lagi atas kebendaan 
berwujud dan kebendaan yang tidak berwujud. 
C. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan  
1. Pengertian Hak Tanggungan  
Hak Tanggungan pelaksanaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah atau lebih dikenal dengan Undang-undang Hak 
Tanggungan (UUHT), yang mulai diberlakukan tanggal 9 April 1996. Dasar 
pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 adalah: 
a. Dibutuhkannya penyediaan dana yang cukup besar dalam rangka 
meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang 
ekonomi.  
b. Diperlukannya lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi 
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat 
                                                 




mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 
c. Ketentuan mengenai hipotek, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan 
mengenai credietverband dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 
kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi 
Indonesia. 
Undang-Undang Hak Tanggungan menggantikan hak hipotik yang 
diatur dalam Buku II KUH Perdata Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232, 
sepanjang mengatur mengenai hipotik atas tanah serta benda-benda yang 
berhubungan dengan tanah dan mencabut ketentuan tentang Creditverband 
yang diatur dalam Koninklijk Besluit (KB) tanggal 6 Juli 1908 No.50 
(Staatsblad 1908 No. 542 diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190 ). 
Definisi Hak Tanggungan dapat ditemukan di Pasal 1 angka (1) di 
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, yaitu Hak Tanggungan atas tanah 
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut 
Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 
Sejak berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan pada 1996 tentang 




menjadi Hak Tanggungan. Pada saat itu, seluruh Akta Surat Kuasa memasang 
Hipotek yang sudah ada harus ditindaklanjuti menjadi Hak Tanggungan dan 
didaftarkan lansung ke kantor pertanahan, walaupun debitur yang 
bersangkutan masih dalam kondisi baik dan melaksanakan kewajibannya 
sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku. Setiap UUHT diberlakukan, 
setiap debitur yang menjaminkan tanah dan/atau bangunannya kepada kreditur 
(baik bank maupun bukan bank) sebagai jaminan pelunasan fasilitas kredit 
yang diterima diwajibkan menandatangani Akta Surat Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), 
yang akan dilanjutkan dengan pendaftaran Hak Tanggungan tersebut pada 
kantor pertanahan tempat tanah tersebut didaftarkan.41  
Jadi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan ini 
dimungkinkan adanya tanah dan bangunan, ataupun tanaman atau hasil karya 
yang terdapat diatas tanah itu untuk dijaminkan terpisah dari tanahnya. Hal ini 
terjadi apabila kepemilikan antara tanah dan bangunan, tanaman atau hasil 
karya tersebut tidak dimiliki oleh satu orang.42 Kesimpulan secara jelas 
mengenai apa itu Hak Tanggungan adalah suatu hak kebendaan yang harus 
dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat assessoir dan 
eksekutorial, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas 
pembayaran utang-utangnya yang berobjekan tanah dengan atau tanpa segala 
sesuatu yang ada diatas tanah tersebut, yang memberikan hak prioritas bagi 
pemegangnya untuk mendapat pembayaran utang terlebih dahulu daripada 
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kreditur lainnya meskipun tidak harus yang mendapat pertama, yang dapat 
dieksekusi melalui pelelangan umum atau bawah tangan atas tagihan-tagihan 
dari kreditur pemegang hak tanggungan, dan yang mengikuti benda objek 
jaminan ke manapun objek hak tanggungan tersebut dialihkan.43  
2. Objek Hak Tanggungan 
Obyek hak tanggungan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 
jo dengan Pasal 27 UUHT adalah: 
a. Obyek-obyek hak tanggungan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pokok 
Agraria yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan;  
b. Obyek-obyek hak tanggungan yang ditunjuk oleh Undang-Undang No. 16 
Tahun 1985 tentang Rumah Susun:  
1) Rumah Susun yang berdiri diatas tanah Hak Milik, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara dan;  
2) Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang bangunannya berdiri di atas 
tanah hak-hak tersebut di atas.  
c. Obyek-obyek hak tanggungan yang ditunjuk oleh UUHT: Hak pakai atas 
tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan 
menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.  
Pendaftaran objek hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 17 
UUHT dilakukan di Kantor Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten setempat. 
Lembaga pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA jo. PP No. 10 
Tahun 1960 lebih tepat dinamakan sebagai stelsel campuran, yakni antara 
                                                 




stelsel negatif dan stelsel positif. Artinya, pendaftaran tanah memberikan 
perlindungan kepada pemilik yang berhak (stelsel negatif) dan menjamin 
dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku pemilik yang berhak 
(stelsel positif). Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUHT, tidaklah berlebihan 
apabila lembaga pendaftaran tanah menurut UUHT juga menganut stelsel 
campuran.44  
Menurut Devita Purnamasari, sebagai jaminan pemenuhan kewajiban 
debitur kepada bank, hak tanggungan punya ciri dan sifat khusus yaitu: 
a. Hak tanggungan bersifat memberikan Hak Preference atau kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditur tertentu daripada kreditur lainnya. 
b. Hak tanggungan mengikuti tempat benda berada. 
c. Hak tanggungan tidak dapat dibagi, kecuali diperjanjikan sebelumnya. 
d. Hak tanggungan dapat digunakan untuk meminjam utang yang sudah ada 
atau yang akan ada. 
e. Hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial. 
f. Hak tanggungan memiliki sifat spesialitas dan publisitas.45  
3. Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan 
Ada dua pihak di dalam suatu perjanjian hak tanggungan yang 
mengikatkan diri yaitu sebagai berikut:  
a. Pemberi hak tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menjaminkan objek 
hak tanggungan. 
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b. Pemegang hak tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menerima hak 
tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikan.46  
Menurut Pasal 8 UUHT pemberi hak tanggungan adalah orang 
perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Kewenangan 
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan harus ada 
pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan 
dilakukan.  
Pemberi hak tanggungan bisa debitur sendiri apabila obyek hak 
tanggungan adalah milik debitur sendiri. Akan tetapi bisa juga pihak ketiga 
apabila pihak ketiga yang bersangkutan menjamin hutang debitur dengan 
objek hak tanggungan miliknya. Kreditur tidak bisa menagih hutang debitur 
kepada pihak ketiga selaku penjamin hutang, namun bisa menjual benda 
jaminan milik pihak ketiga apabila debitur wanprestasi. Menurut Pasal 9 
UUHT pemegang hak tanggungan adalah orang-perorangan atau badan hukum 
yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.  
4. Pembebanan Hak Tanggungan  
Pembebanan hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 UUHT. Tahapan 
pendaftaran, berdasarkan Penjelasan Umum angka (7) UUHT, pembebanan 
hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, sebagai berikut:  
a. Tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak 
Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya 
                                                 




disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang 
dijamin;  
b. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat 
lahirnya hak tanggungan yang dibebankan.  
Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh 
PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian 
hak tanggungan di hadapan PPAT, wajib dihadiri oleh pemberi hak 
tanggungan dan penerima hak tanggungan kecuali ditentukan lain. Adrian 
Sutedi menjabarkan tata cara pembebanan hak tanggungan yang meliputi dua 
tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian hak tanggungan dan tahap pendaftaran 
hak tanggungan.47 
a. Tahap Pemberian Hak Tanggungan  
1) Untuk keperluan pembebanan hak tanggungan, pertama-tama debitor 
harus menyerahkan kepada bank sertipikat hak atas tanah (hak milik, 
HGU, HGB, hak pakai atas tanah negara) yang akan dibebani hak 
tanggungan. Sertipikat hak atas tanah tersebut dapat atas nama debitor 
sendiri atau atas nama pihak ketiga.  
2) Disamping harus menyerahkan sertipikat hak atas tanah debitor atau 
pemilik tanah juga harus mengusahakan dan menyerahkan kepada 
bank, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari kantor 
pertanahan setempat. SKPT tersebut dapat pula langsung dimintakan 
oleh bank kepada kantor pertanahan. Adapun yang dimaksud dengan 
                                                 




SKPT adalah surat keterangan yang memuat keterangan mengenai: 
keabsahan dari sertipikat ha katas tanah, status tanah tersebut dalam 
sengketa atau diletakkan sita oleh pengadilan atau tidak, tanah sudah 
atau belum dibebani hak tanggungan. 
3) Demi menjamin keamanan, selain informasi yang diperoleh dari 
SKPT, kreditur seharusnya mencari informasi lainnya, antara lain 
dengan cara melihat rencana tata kota, untuk melihat peruntukan tanah 
tersebut dimasa yang akan datang dan memeriksa ke lokasi tanah, 
untuk mencocokkan letak dan batas tanah berikut bangunan (bila ada) 
antara rincian yang ada dalam sertipikat dengan keadaan sebenarnya, 
memperkirakan laku tidaknya apabila kelak tanah tersebut dilelang, 
dan menaksir harga untuk menentukan nilai objektif hak tanggungan. 
4) Setelah penelitian kreditur (bank) dianggap cukup, kemudian pihak 
bank dan pemilik tanah datang ke PPAT yang wewenangnya meliputi 
daerah dimana tanah tersebut terletak, untuk membuat APHT. 
Pemberian hak tanggungan itu dilakukan dengan pembuatan APHT 
oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Lalu APHT tersebut ditanda tangani oleh pemilik tanah selaku 
pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan, yaitu pihak bank, 
dua orang saksi, dan PPAT sendiri. Apabila objek hak tanggungan 
berupa hak atas tanah yang berasal konversi hak lama yang telah 
memenuhi syarat untuk didaftarkan, tetapi pendaftarannya belum 




permohonan pendaftaran hak atas yang bersangkutan, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan.  
b. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan 
1) APHT tersebut selanjutnya didaftarkan pada kantor pertanahan yang 
wilayahnya meliputi daerah tempat dimana tanah yang dibebani hak 
tanggungan itu terletak. Disamping APHT, untuk keperluan 
pendaftaran harus pula disertakan sertipikat hak atas tanah yang 
bersangkutan. Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan 
memberikan ketentuan bahwa PPAT wajib mengirimkan APHT dan 
warkah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan selambat-
lambatnya tujuh hari kerja setelah penandatanganan APHT.  
2) Kantor pertanahan tersebut kemudian akan melakukan: membuat buku 
tanah hak tanggungan, mencatat dibuku-buku hak atas tanah yang 
menjadi objek hak tanggungan, mencatat pembebanan hak tanggungan 
tersebut dalam sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan, dan 
mendaftar dalam daftar buku tanah hak tanggungan. Menurut Pasal 13 
Ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan, tanggal buku tanah hak 
tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara 
lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya, yang 
merupakan saat lahirnya sertipikat hak tanggungan. 
3) Sertipikat hak tanggungan dan sertipikat hak atas tanah kemudian 





Pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak 
tanggungan. Jika pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT, 
diperkenankan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
(SKMHT) yang merupakan dasar pembuatan APHT bagi pemberi hak 
tanggungan yang tidak dapat hadir secara langsung dalam pembuatan APHT 
tersebut. Tetapi SKMHT wajib dibuat sendiri oleh pemberi hak tanggungan. 
Apabila SKMHT tidak dibuat sendiri maka PPAT wajib menolak permohonan 
pembuatan APHT tersebut.  
Prosedur pembebanan hak tanggungan yang menggunakan SKMHT 
berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu sebagai berikut: 
a. SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  
1) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 
yang membebankan hak tanggungan. Dalam ketentuan ini misalnya 
tidak memuat kuasa untuk menjual, menyewakan objek hak 
tanggungan atau memperpanjang hak atas tanah.  
2) Tidak memuat kuasa substitusi. Substitusi yang dimaksud adalah 
penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Bukan merupakan 
substitusi, apabila penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak 
lain dalam rangka penguasaan untuk bertindak mewakilinya. 
Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan 
nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitor apabila 




b. Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun 
juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah 
habis jangka waktunya.  
c. SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti 
dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah 
diberikan.  
d. SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti 
dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
diberikan.  
Tanah yang belum terdaftar batas waktu penggunaan SKMHT 
ditentukan lebih lama daripada tanah yang sudah didaftar, mengingat 
pembuatan APHT pada hak atas tanah yang belum terdaftar harus dilakukan 
bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang 
bersangkutan. Hal ini juga berlaku terhadap tanah yang sudah bersertipikat, 
tetapi belum didaftar atas nama pemberi hak tanggungan sebagai pemegang 
hak atas tanah yang baru, yaitu tanah yang belum didaftar peralihan haknya, 
pemecahannya, atau penggabungannya. SKMHT yang tidak diikuti 
pembuatan APHT dalam waktu yang telah ditentukan batal demi hukum. 
Adanya batas waktu pemberlakuan SKMHT untuk mencegah pelaksanaannya 
yang berlarut-larut. Hal ini dimungkinkan akan dibuat SKMHT baru jika 






5. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah akta PPAT yang 
berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan 
untuk pelunasan piutangnya. APHT mengatur persyaratan dan ketentuan 
mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitur kepada kreditur 
sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Jadi, 
APHT adalah tahap akhir sebelum penerbitan serifikat Hak Tanggungan 
sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditur baik itu berkaitan 
dengan perjanjian kredit ataupun perjanjian lain yang dimungkinkan. 
Isi APHT dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang sifatnya wajib 
dan fakultatif.48 Tidak dicantumkan hal yang wajib tersebut maka akta APHT 
batal demi hukum, yaitu tidak pernah dianggap ada. Sementara fakultatif tidak 
diwajibkan atau bersifat pilihan dan tidak memengaruhi sahnya akta. Pihak-
pihak bebas menentukan untuk menyebutkan atau tidak janji-janji di dalam 
APHT. Hal-hal yang waiib dimuat dalam APHT,49 meliputi: 
a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan.  
b. Domisili para pihak. Apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar 
Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di 
Indonesia. Apabila domisili itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat 
pembuatan APHT dianggap sebagai domisili yang dipilih.  
c. Nilai tanggungan.  
d. Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan.  
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Janji-janji yang dapat dicantumkan dalam APHT,50 seperti disebutkan 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan antara lain: 
a. Janji sewa, dimana pemberi hak tanggungan dapat menyewakan objek hak 
tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa 
dan/atau menerima uang sewa dimuka, kecuali dengan persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari pemegang hak tanggungan (Pasal 11 ayat (2). 
b. Janji untuk tidak mengubah bentuk atau tata susunan objek hak 
tanggungan. Pemberi hak tanggungan dapat mengubah bentuk atau tata 
susunan objek hak tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih 
dahulu dari pemegang hak tanggungan (Pasal 11 Ayat (2) huruf (b)). Janji 
ini penting dalam hal tanah atau bangunan yang menjadi objek hak 
tanggungan berubah dan menyebabkan nilai jualnya turun atau naik.  
c. Janji hak mengelola objek hak tanggungan. Janji ini memberikan 
kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek 
hak tanggungan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri yang 
daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan apabila debitor 
sungguh-sungguh cedera janji (Pasal 11 Ayat (2) huruf (c)). 
d. Janji penyelamatan objek hak tanggungan. Janji ini memberikan 
kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan 
objek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi 
atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang 
                                                 





menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya 
ketentuan undang-undang (Pasal 11 Ayat (2) huruf (d)). 
e. Janji hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan. 
Janji ini hanya akan ada, selain diperjanjikan dalam APHT, harus pula 
dilaksanakan ketika nasabah debitor cedera janji (Pasal 11 Ayat (2) huruf 
(e)). Walaupun sebenanrnya hak ini sudah diperoleh berdasar Pasal 6 
Undang-Undang Hak Tanggungan.  
f. Janji objek hak tanggungan tidak dibersihkan dari hak tanggungan. Janji 
ini diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa objek hak 
tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan (Pasal 11 Ayat (2) 
huruf (f)). Artinya jika dari penjualan oleh kreditur pertama dan masih ada 
sisa, tidak langsung dibersihkan. Sisanya dapat digunakan untuk pelunasan 
utang kreditur yang tingkatnya lebih rendah.  
g. Janji tidak akan melepaskan hak atas objek hak tanggungan. Janji bahwa 
pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas objek hak 
tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak 
tanggungan (Pasal 11 Ayat (2) huruf (g)). Melepaskan yang dimaksud 
disini adalah secara sukarela. Demi melindungi kreditur maka janji itu 
perlu. Karena salah satu hapusnya hak atas tanah adalah penyerahan secara 
sukarela oleh pemiliknya.  
h. Janji memeroleh ganti rugi. Janji bahwa pemegang hak tanggungan akan 
memeroleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi 




dilpaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk 
kepentingan umum(Pasal 11 Ayat (2) huruf (h)). Janji ini menjadi penting 
dalam hal objek hak tanggungan harus dicabut demi kepentingan umum, 
maka pemegang hak tanggungan harus mendapat ganti rugi sebagai 
kreditur preferent demi pelunasan hutang.  
i. Janji objek hak tanggungan diasuransikan. Janji bahwa pemegang hak 
tanggungan akan memeroleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi 
yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasannya piutangnya, 
jika objek hak tanggungan diasuransikan (Pasal 11 Ayat (2) huruf (i)). 
Dalam perbankan janji ini sangat penting, dalam hal menjaga nilai objek 
hak tanggungan apabila terjadi kebakaran atau bencana alam.  
j. Janji pengosongan objek hak tanggungan. Janji bahwa pemberi hak 
tanggungan akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu 
eksekusi hak tanggungan (Pasal 11 Ayat (2) huruf (j)). Dalam hal 
eksekusi, tanah atau bangunan harus dikosongkan terlebih dahulu. Apabila 
pemberi hak tanggungan tidak mau mengosongkan sekalipun sudah 
penjanjian pengosongan, daya upaya yang dapat dilakukan adalah 
meminta penetapan pengadilan negeri setempat untuk dilakukan upaya 
pemaksaan dengan bantuan pihak keamanan (kepolisian) apabila penghuni 
tidak bersedia secara sukarela melakukan pengosongan.  
k. Janji mengenai sertipikat hak atas tanah objek hak tanggungan. Janji 
pemegang hak tanggungan dapat menyimpan sertipikat hak atas tanah 




praktik peerbankan, bukan hanya sertipikat hak tanggungan, sertipikat hak 
atas tanah juga harus dipegang oleh bank. Untuk menjaga agar nasabah 
debitor tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan bank selaku 
kreditur diluar dari persetujuan dan pengetahuan bank.  
l. Janji memiliki. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak 
tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitor cedera 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli  
Perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya tidak ada perbedaan dengan 
perjanjian pada umumnya. Perjanjian pengikatan jual beli merupakan 
perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata, 
yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum 
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, 
asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,ketertiban umum dan 
kesusilaan. 
Perjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya atau 
terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang 
berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat 
penyelesaian transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada 
yang lahir dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada pula yang 
timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas 
tanah. Persyaratan yang timbul dari undang-undang misalnya jual beli harus 
telah lunas baru Akta Jual Beli (AJB) dapat ditandatangani.  
Pada umumnya persyaratan yang sering timbul adalah persyaratan 
yang lahir kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli, misalnya 
pada waktu akan melakukan jual beli, pihak pembeli menginginkan adanya 




akan dijual belum mempunyai sertipikat, dan di sisi lain misalnya, pihak 
pembeli belum mampu untuk membayar semua harga hak atas tanah secara 
lunas, sehingga baru dibayar setengah dari harga yang disepakati. Hal ini 
terjadi pada perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Smg yang merupakan 
sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, 
Turut Tergugat II, dimana Penggugat mendalilkan objek sengketa yang telah 
dibeli oleh Penggugat tersebut (SHM No. 04491/Kalipancur dan SHM No. 
04492/Kalipancur) telah dijaminkan sebagai jaminan utang Tergugat I kepada 
Turut Tergugat I. Turut Tergugat I mendalilkan menerima objek sengketa 
sebagai jaminan utang oleh karena kedua SHM tersebut masih atas nama 
Tergugat I. 
Kasus posisi perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Smg diawali bahwa 
Penggugat adalah pembeli atas sebagian tanah milik Tergugat I yang terletak 
di Candi Kalasan Selatan III sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 
01470/Kalipancur, seluas 443 M², kelurahan Kalipancur, Kecamatan 
Ngaliyan, Kota Semarang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar 
Situasi tertanggal 22-02-1999 No. 678/Kalipancur/1999. Namun tanah 
tersebut di atas yang seluas 443 M² belum dipecah dan menurut Tergugat I 
akan dipecah menjadi 4 (empat) kavling yang masing-masing kavling seluas 
±108 M² dan masih dalam proses pemecahan pada Kantor Pertanahan Kota 
Semarang. 
Jual beli sebagian tanah milik Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik 




suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 
berwenang. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan 
setuju serta berjanji untuk melakukan Pengikatan Jual Beli sebagaimana Akta 
Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan 
ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT di Semarang. 
Akta Pengikatan Jual Beli sebagaimana tersebut posita angka 3 (tiga) 
diatas telah disepakati Penggugat membeli 2 (dua) kavling tanah milik 
tergugat I dengan luas masing-masing ± 108 M² sehingga luas kedua kavling 
tanah tersebut ± 216 M² dengan harga Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat 
puluh juta rupiah) dan Tergugat I telah menunjukkan kedua tanah kaving yang 
dibeli oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat pada waktu penandatanganan 
Akta Pengikatan Jual Beli tersebut telah membayar sebesar Rp. 300.000.000,- 
(tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya setelah 1 (satu) bulan sejak Akta 
Pengikatan jual beli tersebut ditandatangani Penggugat telah membayar 
kembali sebagai pelunasan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh 
juta rupiah) sehingga Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat 
kepada Tergugat I dengan membayar dan melunasi pembelian kedua kavling 
tersebut sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). 
Setelah Proses Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 01470/Kalipancur 
oleh Terggugat II yang diterbitkan Turut Tergugat II telah selesai, Tergugat I 
menunjukkan Sertifikat Hak Milik No. 04491/Kalipancur dan Sertifikat Hak 
Milik No. 04492/Kalipancur yang keduanya masih atas Nama Tergugat I yang 




Tergugat II, hal mana sebagaimana konsekuensi dari Akta Pengikatan Jual 
Beli No. 09 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan 
Notaris dan PPAT. Dengan telah terbitnya pemecahan Sertifikat Hak Milik 
No. 04491/Kalipancur dan Sertifikat Hak Milik No. 04492/Kalipancur yang 
keduanya atas nama Tergugat I, Penggugat sudah menguasai dan menempati 2 
(dua) kavling tanah tersebut sambil menunggu proses penandantanganan Akta 
Jual Beli dan Proses Balik Nama menjadi atas nama Penggugat. 
Meskipun proses Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 01470/ 
Kalipancur pada Turut Tergugat II telah selesai dan Penggugat telah 
melaksanakan kewajibannya, ternyata sampai dengan gugatan diajukan 
Tergugat I tidak segera menandatangani Akta Jual Beli atas Sertifikat Hak 
Milik No. 04491/Kalipancur dan Sertifikat Hak Milik No. 04492/Kalipancur 
di Hadapan Tergugat II dan memproses balik nama menjadi atas nama 
Penggugat karena telah dijadikan agunan ke Turut Tergugat I. 
Sebagaimana telah diterangkan di atas, maka kedudukan perjanjian 
pengikatan jual beli yang sebagai perjanjian pendahuluan maka perjanjian 
pengikatan jual beli berfungsi untuk mempersiapkan atau bahkan memperkuat 
perjanjian utama/pokok yang akan dilakukan. Perjanjian pengikatan jual beli 
merupakan awal dari lahirnya perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Jual-Beli. 
Perjanjian bantuan berfungsi dan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan, 
menegaskan, memperkuat, mengatur, mengubah atau menyelesaikan suatu 
hubungan hukum. Dengan demikian jelas bahwa perjanjian pengikatan jual 




memberikan penegasan untuk melakukan perjanjian pokoknya, serta 
menyelesaikan suatu hubungan hukum apabila hal-hal yang telah disepakati 
dalam perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan seutuhnya. 
Tergugat I telah membenarkan tentang adanya Akta pengikatan Jual 
Beli Nomor 09 tanggal 27 Juni 2016 antara Tergugat I dengan Penggugat 
dihadapan Tergugat II selaku Notaris/PPAT atas tanah SHM No. 
04491/Kalipancur dan SHM No. 04492/Kalipancur. Tergugat I berjanji tanah 
tersebut akan diserahkan kepada Penggugat apabila telah dipecah SHM nya. 
Penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terlanjur tanah tersebut 
dijadikan jaminan Pinjaman uang kepada PT. BPR Mandiri Artha Abadi 
(Turut Tergugat I) untuk biaya pengurusan pemecahan sertifikat tersebut dan 
ternyata Tergugat I tidak mampu menebusnya dari Turut Tergugat I.  
Hal-hal yang diakui atau tidak disengketakan kedua belah pihak 
sehingga dianggap terbukti secara hukum adalah sebagai berikut: 
1. Terjadi Perjanjian pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat 
I sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 27 Juni 2016 
yang dibuat di hadapan Tergugat II. Pengikatan jual beli tersebut, atas 
sebagian dari tanah SHM No. 01470/Kalipancur seluas 443 M² dengan 
harga Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Tergugat I 
berjanji apabila tanah tersebut telah dipecah SHM nya, maka tanah seluas 
216 M² akan menjadi milik Penggugat. 
2. Penggugat telah menempati tanah tersebut, dengan membangun rumah di 




3. Penggugat telah membayar lunas jual beli tersebut. 
4. Tanah tersebut telah dipecah menjadi SHM No. 04491/Kalipancur dan 
SHM No. 04492/Kalipancur, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengekta. 
5. Telah terjadi perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, 
sebagaimana Akta No. 8 tanggal 6-10-2016, perubahan No. 33 tanggal 31-
10-2017 untuk perjanjian tersebut telah dijaminkan SHM No. 
01470/Kalipancur, SHM No. 01471/Kalipancur. Kedua SHM tersebut 
masih tercatat atas nama Joe Sio Lien. Tergugat I berjanji akan segera 
membalik namakan SHM tersebut keatas nama Tergugat I setelah 
pemecahan tanah tersebut. 
6. SHM No 1470/Kalipancur setelah dipecah menjadi 4 bagian dimana 2 
bagian yaitu SHM No 04491/Kalipancur dan 04492/Kalipancur, 
direncanakan Tergugat I akan diserahkan kepada Penggugat akan tetapi 
SHM tersebut telah dijaminkan kepada Turut Tergugat I dan atas SHM 
04491 telah dibebani Hak Tanggungan.  
Terkait kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli berdasarkan PPJB 
antara Penggugat dengan Tergugat I (Tanggal 27-6-2016), telah disepakati 
Penggugat membeli sebagian dari tanah milik Tergugat I yaitu 2 kavling tanah 
dengan luas keseluruhan 216 M² dan untuk pembelian tersebut Penggugat 
telah membayar lunas harga tanah tersebut. PPJB dilakukan karena tanah 
tersebut masih dalam proses pemecahan pada kantor pertanahan. Pada PPJB 
tersebut telah dicantumkan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan 




tersebut dicantumkan perjanjian tersebut telah memenuhi Pasal 1320 
KUHPerdata dan Pasal 1325 KUHPerdata.  
Berdasarkan Pasal 1686 KUHPerdata karena PPJB tersebut dibuat 
dihadapan Notaris maka PPJB tersebut adalah merupakan akta otentik yang 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata). 
Pada Pasal 4 PPJB tersebut dicantumkan klausula dimana kedua belah pihak 
telah saling memberikan kuasa untuk melangsungkan pembuatan AJB 
dihadapan PPAT yang berwenang baik kepada diri sendiri maupun kepada 
pihak lain yang sah mewakilinya. Adanya pernyataan tersebut, pada asasnya 
Penggugat telah menjadi pemilik atas tanah tersebut, hanya saja belum 
terlaksana karena pada saat akan dibuat AJB tanah tersebut terlanjur telah 
dibebani Hak Tanggungan. 
Pasal 1338 (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua kontrak 
(perjanjian) yang dibuat secara sah, berlaku sebagaimana Undang-Undang 
bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Oleh karena PPJB antara 
Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian yang dibuat secara sah, maka 
perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak 
dengan demikian merupakan konsekuensi hukum kepada pihak ketiga untuk 
mengakuinya pula. 
Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka dapat penulis 
disimpulkan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli merupakan surat yang 
ditandatangani antara penjual dan pembeli dalam jual beli hak atas tanah 




unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli yang berfungsi sebagai 
Perikatan bersyarat yang bentuknya bebas. Sebagai perjanjian yang tidak 
diatur secara tegas atau khusus oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka perlu kita ketahui tentang kedudukan dan kekuatan dari 
Pengikatan Jual Beli itu sendiri.  
Kekuatan hukum yang dimiliki oleh Pengikatan Jual-Beli, terlebih 
dahulu dikaji tentang Perjanjian Pengikatan Jual-Beli secara lebih mendalam. 
Seperti telah diterangkan sebelum bahwa Pengikatan Jual Beli (PJB) 
merupakan sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh kalangan Notaris 
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jual beli hak 
atas tanah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Pemakaian akta 
Pengikatan Jual Beli (PJB) dalam membantu pelaksanaan jual beli atas tanah 
atau sebagai perikatan bersyarat atau perjanjian pendahuluan sebelum 
pembuatan Akta Jual Beli bukanlah sesuatu hal yang melanggar ketentuan dan 
norma hukum yang ada, sehingga Pengikatan Jual Beli (PJB) sah-sah saja 
untuk diterapkan dan dipakai. 
Posisi Pengikatan Jual Beli (PJB) yang merupakan sebuah penemuan 
hukum dengan sendirinya tidak diatur atau belum diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada terutama peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut tentang hak atas tanah, semua perbuatan hukum yang dilakukan 
menyangkut tanah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang 




pengikatan jual beli dapat berlaku dalam dua kedudukan tergantung 
bagaimana perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) itu dibuat. 
Pengikatan Jual Beli (PJB), yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris 
maka akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) menjadi sebuah akta yang 
otentik. Karena telah dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang 
(salah satunya Notaris) sehingga telah memenuhi ketentuan atausyarat tentang 
akta otentik yaitu harus dibuat “oleh” (door) atau “dihadapan” (tenoverstaan) 
seorang pejabat umum 
Perjanjian pengikatan jual beli pada perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/ 
PN Smg dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT di Semarang 
yang merupakan Pejabat Umum, sehingga akta yang dibuat terhadap 
pengikatan jual beli tersebut telah menjadi akta otentik sehingga 
pembuktiannya sangat kuat. Berdasarkan semua keterangan yang telah 
dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum dari 
akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah pada perkara Nomor 117/ 
Pdt.G/2019/PN Smg adalah sangat kuat yang merupakan akta otentik dan 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 
B. Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik 
yang Masih dalam Proses Jual Beli  
Setiap pemberian kredit selalu mengandung risiko bahwa kredit 
sewaktu-waktu dapat macet. Kondisi ini tidak pernah dikehendaki, namun 
risiko terjadinya kredit macet akan selalu ada. Oleh karenanya, dibutuhkan 




aman oleh lembaga perbankan adalah tanah dengan jaminan hak 
tanggungan.51 
Perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Smg telah terjadi perjanjian kredit 
antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, sebagaimana Akta No. 8 tanggal 6-
10-2016, perubahan No. 33 tanggal 31-10-2017 untuk perjanjian tersebut telah 
dijaminkan SHM No. 01470/Kalipancur, SHM No. 01471/Kalipancur. Kedua 
SHM tersebut masih tercatat atas nama Joe Sio Lien yang akan Tergugat I 
janjikan akan segera dibalik namakan SHM tersebut ke atas nama Penggugat 
setelah pemecahan tanah tersebut. Namun SHM No 1470/Kalipancur setelah 
dipecah menjadi 4 bagian dimana 2 bagian yaitu SHM No 04491/Kalipancur 
dan 04492/Kalipancur, direncanakan Tergugat I akan diserahkan kepada 
Penggugat akan tetapi SHM tersebut telah dijaminkan kepada Turut Tergugat 
I dan atas SHM 04491 telah dibebani Hak Tanggungan. 
Pada perjanjian tersebut disebutkan SHM tersebut sedang dalam proses 
pemecahan maka apabila telah dipecah sertifikat tanah akan mengikuti nomor 
sertifikat yang telah dipecah tersebut. SHM No. 01471/Kalipancur telah 
dipecah dengan No SHM 04491/Kalipancur dan SHM No. 04492/Kalipancur. 
Bahwa atas perjanjian tersebut telah dibuat APHT tanggal 26 Februari 2018. 
Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 (UUHT) menegaskan pemberian 
Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada 
kreditur sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan, 
                                                 
51  Khoidin, M., Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah, Jogjakarta: Laksbang, 




dimana pembebanan tersebut bersifat mengikat kepada perjanjian tersebut 
(accesoir). 
Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan tentang syarat sahnya suatu 
perjanjian: 
1. Kesepakatan para pihak 
2. Kecakapan para pihak 
3. Suatu hal tertentu 
4. Sebab yang halal 
Fakta dipersidangan Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melakukan 
kesepakatan tentang perjanjian kredit dan melalui persidangan tidak ada 
pembuktian para pihak tersebut dalam keadaan tidak cakap, sehingga dengan 
demikian syarat objek perjanjian tersebut telah terpenuhi. Demikian pula 
syarat subjekttif yaitu syarat ketiga telah terpenuhi. Oleh karena pada 
pembahasan sebelumnya dibahas bahwa telah dibuktikan tentang adanya PPJB 
antara Penggugat dengan Tergugat I tentang obyek sengketa dan PPJB 
tersebut adalah sah menurut hukum dan pada PPJB tersebut telah diberikan 
kuasa menjual kepada Penggugat untuk menjual obyek sengketa tersebut 
kepada dirinya sendiri sehingga dengan demikian kepemilikan obyek sengketa 
sebenarnya telah beralih kepada Penggugat selaku pembeli, hanya saja secara 
administrasi belum dicatatkan, karena halangan yang timbul akibat perjanjian 
Tergugat I dengan Turut Tergugat I. 
Halangan tersebut bukan dari Penggugat selaku pembeli. Maka dengan 




Tergugat I atas obyek sengketa adalah suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum, sehingga dengan demikian syarat ke empat sebagaimana Pasal 
1320 KUH Perdata pada perjanjian antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I 
tidak terpenuhi. 
Berdasarkan uraian di atas, oeh karena salah satu syarat sahnya 
perjanjian antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I tidak terpenuhi, maka 
perjanjian antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah. 
Tergugat I dalam persidangan juga dengan tegas menyatakan bahwa obyek 
sengketa adalah tanah yang akan diserahkannya kepada Penggugat 
sebagaimana PPJB. Apabila dicermati perjanjian Turut Tergugat I dengan 
Tergugat I, disebutkan maksud dari perjanjian tersebut adalah untuk pelunasan 
pembelian lahan dan konstruksi bangunan dengan pembelian kredit secara 
termin. Pada termin tersebut digantungkan kepada progres pembangunan 
bangunan. Fakta di persidangan membuktikan rumah di atas tanah Obyek 
Sengketa dibangun oleh Penggugat.  
Fakta ini membuktikan Turut Tergugat I tidak melakukan tindakan 
sebagaimana di persyaratkan pada perjanjian antara Tergugat I dengan Turut 
Tergugat I yaitu pemberian kredit tersebut tidak untuk fasilitas kontruksi 
bangunan. Apabila sebelum mengikat perjanjian dengan Tergugat I, Turut 
Tergugat I pergi ke lokasi obyek sengketa atau apabila kredit tersebut 
diberikan sebagaimana mestinya, paling tidak Turut Tergugat I mengetahui 
ada orang lain yang menguasai obyek sengketa dan mengetahui hak apa yang 




Berdasarkan keadaan tersebut diduga Turut Tergugat I tidak beritikad baik 
dalam menjalankan perjanjiannya yang akhirnya menimbulkan kerugian 
kepada Penggugat. 
Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik yang masih dalam 
proses jual beli pada perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Smg adalah tidak sah 
dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya terkait rangkaian 
segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I 
menyangkut penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan barang 
jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 04491/Kalipancur dan Sertifikat Hak 
Milik No. 04492/Kalipancur milik Penggugat. Penerbitan sertifikat hak 
tanggungan atas nama Pemegang Hak Turut Tergugat I di atas tanah objek 
sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan 






A. Simpulan  
1. Perjanjian pengikatan jual beli pada perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/ PN Smg 
dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT di Semarang yang 
merupakan Pejabat Umum, maka akta yang dibuat terhadap pengikatan jual 
beli tersebut telah menjadi akta otentik sehingga pembuktiannya sangat kuat. 
Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah pada 
perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/ PN Smg adalah sangat kuat yang merupakan 
akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik yang masih dalam 
proses jual beli pada perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Smg adalah tidak sah 
dan batal demi hukum dengan serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat. Terbuktinya perjanjian pengikatan jual beli antara Penggugat 
dengan Tergugat I tentang obyek sengketa adalah sah menurut hukum, maka 
kepemilikan obyek sengketa telah beralih kepada Penggugat selaku pembeli, 
hanya saja secara administrasi belum dicatatkan, karena halangan yang timbul 
akibat perjanjian Tergugat I dengan Turut Tergugat I. Halangan tersebut 
bukan dari Penggugat selaku pembeli. Maka dengan demikian tindakan 
Tergugat I mengikat perjanjian kredit dengan Turut Tergugat I atas obyek 
sengketa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga 
dengan demikian syarat ke empat sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata pada 





1. Pemberian kredit sama halnya dengan memberikan sebagian asset bank 
kepada pihak lain, olehnya itu bank harus hati-hati ketika memberikan 
sebagian asset tersebut. Pemberian kredit harus dengan perhitungan yang 
matang, terutama pada sisi karakter (berhubungan dengan itikad debitur 
dalam meminta fasilitas kredit) dan objek yang akan dijaminakan oleh debitur 
(bentuk pengamanan sebagai langkah untuk mengurangi risiko). 
2. Seringkali pada debitur yang sudah memiliki rekam jejak bagus dan pihak 
kreditur sudah merasa mengenal atau dekat dengan debitur, pihak kreditur/ 
bank menaruh kepercayaan yang berlebih, sehingga dalam prosedur 
pemberian kredit, melewati beberapa tahapan yang dirasa tidak perlu lagi 
dilakukan. Untuk itu untuk mengurangi resio dalam perjanjian kredit antara 
pihak kreditur dan debitur, kedekatan/rasa kekeluargaan seharusnya tidak 
mempengaruhi tahapan-tahapan dari prosedur pemberian kredit, karena dalam 
setiap tahapan perlu adanya penilaian yang mendalam yang dapat memberikan 
perlindungan bagi kreditur.  
3. Tahapan-tahapan dalam prosedur penerbitan akta pemberian hak tanggungan 
diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sehingga tidak terjadi sengketa atas benda yang menjadi jaminan hak 
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